BAB ||
KONSEP DASAR MURABAHAH
A. Beberapa Pandangan Normatif dalam Murabahah

Di dalam literatur fikih,murabahahdimasukkan dalam kategori jual
beli atas dasar kepercayaan (jual beli amah&gcara bahasajurabahah
sendiri berasal dari katébh yang memiliki arti tambahan (al-Jaz t.t.: 559).
Sedangkan secara istilah, para ulama fikih klasémiverikan pengertian
dengan redaksi yang cukup berbeda-beda. Ibn Rusypig 2: 161), seorang
ulama fikih mazhab Kliki mendefinisikanmurabahah sebagai satu bentuk
jual beli dimana penjual memberitahukan kepada péinfiarga beli barang
dagangannya dan mensyaratkan kepada pembeli shjupuatungan. Senada
dengan itu, an-Na&wi (t.t.: 185-186), seorang ulama fikih mazhalafBy
mendefinisikanmurabahah sebagai suatu kesepakatan tentang harga beli
barang yang telah ditambah sejumlah keuntungan paalga pokok
pembelian. Tidak jauh berbeda, seorang ulama fikidzhab Hanaf al-
Marghinani, mendefinisikarmurzbahahsebagai satu bentuk jual beli dengan
harga asal yang dikeluarkan oleh penjual ditamba&mgan sejumlah
keuntungan (Ayub, 1951: 216). Demikian juga, lbnd@uah (t.t.: 1958),
seorang ulama fikih mazhab Haribalengatakan bahwaurabahah adalah
satu bentuk jual beli dengan biaya modal ditambegedn keuntungan yang

diketahui; dimana pengetahuan tentang biaya methagai prasyaratnya. Jadi

! Jual beli amanah di dalam literatur fikih melipiij jual belitawliyah, yaitu
menjual barang dengan harga pokok barang itu detag@a disertai keuntungan atau
kerugian pada penjual; (i) jual be&liad’ah, yaitu menjual barang dengan harga diskon; dan
(iii) jual beli murabahah yaitu jual beli dimana penjual menyebutkan hargkok barang itu
disertai keuntungan dan biaya yang dikeluarkan.
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dalam hal ini, penjual mengatakan, “Modal yanghedku keluarkan untuk
memperoleh barang ini adalah sekian atau barangkinibeli dengan harga
100 dirham dan aku menjualnya padamu dengan harga itu ditamba
keuntungan 1@dirham’.

Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh paraaufikih di
atas, dapat dipahami bahwairzbahahmerupakan salah satu bentuk jual beli.
Hal mendasar yang membedakannya dari jual belaladalah bahwa pembeli
harus mengetahui harga pokoknya, biaya tambahanagda dan sejumlah
keuntungan. Dengan demikiamurazbahahadalah sebuah transaksi jual beli
atas dasar kepercayaan.

Jual beli seperti ini, menurut al-Mafdghni (Ayub, 1951: 216),
diperlukan dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagaya untuk
melindungi konsumen yang kurang memiliki keahliatadh berdagang dari
tipuan dan muslihat pedagang yang licik. Seseoyang memiliki kelemahan
dalam membeli barang di pasar dengan jual belaldapat mencari jalan lain
dengan melalui makelamurzbahah yang diketahui kejujurannya dalam
perdagangan semacam ini, dan kemudian membeli dp@ian orang tersebut
dengan membayar tambahan yang melebihi harga pgaokSetelah
mendasarkan harga jual pada harga pokok kepadagbepembeli diberi
sedikit perlindungan untuk menghindari eksploitgang tidak adil oleh
pedagang yang jahat. Situasi seperti ini meninggakepuasan dan keamanan

bagi pembeli dari penipuan.
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Sementara itu, ulama fikih mazhalalM1 menyatakan bahwa jual beli
murgbahah memiliki sisi-sisi kelemahan, karena memerlukannya&
penjelasan di dalam praktiknya. Seorang penjualishanenjelaskan harga
pokok barang dagangannya dan segala biaya yarly igel&eluarkan yang
terkadang menimbulkan perselisihan. Hal ini bisgatke karena pembeli
mempercayakan sepenuhnya kepada penjual berkereaagard harga dan
biaya yang telah ia keluarkan untuk memperolehrgpitu dan terkadang
penjual melakukan penipuan demi meraih keuntungeng yebih besar. Oleh
karena itu, wajar apabila ulama fikih mazhalaliki hanya membolehkan
murzbahahyang di dalamnya ada kejelasan harga pokok batangiominal
keuntunganMurabahah dengan bentuk keuntungan yang berupa persentase
dari harga pokok barang yang belum jelas tidakrbigehkan (al-Jag, t.t.:

559).

Tidak jauh berbeda, ulama fikih mazhab Hanbanyatakan hal yang
serupa. Menurut mereka jika seorang penjual mekgatd’Aku jual rumah
ini padamu seharga aku membelinya, yaitu jL@@ih, ditambah keuntungan
10 junaih’, maka jual beli ini sah. Namun apabila ia menkgata “Aku jual
rumah ini dengan ditambah keuntungan setiagufi@ihnya 1junaih’, maka
jual beli semacam ini tidak sah (al-d@zt.t.: 560). Bahkan Imam Ahmad
menyatakan bahwa ia lebih menyukai jual beli bidsavar-menawar)

daripada jual belnurabahah Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut:

Bagiku jual beli biasa lebih mudah daripada judi beurzbahah karena
jual belimurgbahahmemerlukan suatu kepercayaan yang diberikan kepada
penjual dan mencari mudahnya bagi pembeli, sertaariakan penjelasan
yang detil kepada pembeli; bisa dimungkinkan rasmentingkan diri
sendiri menguasai diri penjual, sehingga membuatmyamberikan
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pernyataan yang salah atau kesalahan yang terjadipakan satu bentuk
eksploitasi ataupun kecurangan. Untuk menghindaras ini, karena itu
jual beli biasa jauh lebih baik dan lebih aku suKan Qudimah, t.t.: 187).

Demikian juga, ulama fikih mazhab Hanhafenyatakan pendapat yang
sama dengan pendapat ulama fikih mazhabkividan Hanbal Mereka juga
menyatakan bahwa besarnya nominal keuntungan dakdrbeli murzbahah
harus jelas, bukan persentase dari harga pokokdaang belum jelas. Jadi
apabila seorang pembeli mengatakan, “Aku beli lIodjdengan harga seekor
kambing ditambah keuntungan 40ris’, maka jual beli semacam ini sah.
Namun apabila seorang pembeli mengatakan, “Akuldagli ini dengan harga
seekor kambing ditambah keuntungan 5% dari hargamgaka jual beli
semacam ini tidak sah (al-Jazt.t.: 561).

Berbeda dengan ketiga mazhab tersebut di atasauii&h mazhab
Syafi’1 lebih memberikan kelonggaran dalam jual belirzbahah Mereka
menyatakan bahwa jual behurgbahah baik nominal keuntungannya jelas
maupun hanya berupa persentase dari harga pokaekdggang belum jelas
adalah sah (al-Jaz, t.t.. 560). Bahkan lebih dari itu, Imam &1
membolehkanmurabahah dengan model pesanan, dimana keuntungannya
berupa persentase dari harga pokok barang yangnbglas. Di dalam

kitabnya al-Umm, Imam S§i' 1 (t.t., Jilid Ill: 33) menyatakan:

Ketika seseorang memperlihatkan sebuah barangtiettepada orang
lain, dan berkata, “Belikanlah aku barang ini, @agkau akan aku beri
keuntungan setiap sekian”, kemudian orang tersebmau
membelikannya, maka jual beli tersebut diperbolahkean orang yang
berkata, “engkau aku beri keuntungan sekian,” mikintilak khiyar,
dimana ia boleh meneruskan jual beli itu ataupumbaalkannya.
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Dari sini dapat dipahami bahwa selain ulama fikiazimb S§fi’'1,
mereka lebih meragukan kejujuran penjual yang tdiaéri kepercayaan oleh
pembeli. Hal ini dapat dilihat bagaimana Imanaf8y membolehkan jual beli
murgbahah dengan model pesanan. Selain itu dapat diliha@ jugri
pernyataan masing-masing mazhab di atas dan ketertdanya kejelasan

harga pokok barang dan keuntungan.

Berkenaan dengan dasar hukum yang menjadi landasematif
keabsahan jual beli inimurgbahah tidak memiliki landasan hukum yang
langsung berasal damag, baik al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw. Yang ada
di dalamnay, al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw., adalah kebaolghal beli
secara umum. Hal ini dapat dilihat pada QS. al-NE# dan al-Bagarah:
275, serta hadis-hadis Nabi Saw. yang menyatakan &eapljual beli secara
umum? Inilah yang kemudian membuat para ulama fikih keetmembahas
tentangmurabahahtidak memberikan rujukanasnya tentang keabsahan jual
beli murabahah al-Nawawi (t.t.: 185), seorang ulama fikih mazhabafsy,
misalnya, dengan tanpa merujuk padas menyatakan bahwa jual beli
murzbahah adalah sah. Marghani, seorang ulama fikih mazhab Hamhaf
mengatakan keabsahan jual beli tersebut sah kamensang telah memenuhi

syarat dan rukun jual beli (Saeed, 1999: 77). InMaahk (2002: 359) secara

2 Ayat ini memiliki arti: “Hai orang-orang yang beran, janganlah kalian memakan
harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dejajan perniagaan yang berlaku dengan
suka rela di antara kamu”.

® Ayat ini memiliki arti: “...... dan Allah telah mengtakan jual beli dan
mengharamkan riba”.

“ Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh al-Bgiftlan Ibn Mijjah dari Abu St
al-Khudi bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnyabplalharus dilakukan atas
dasar suka sama suka”.
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khusus mendasarkan keabsaamabahah dengan merujuk kepada praktik
penduduk Madinah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keabsahah heh
murzbahah didasarkan padgma’ ulama yang merujuk padaas, baik al-
Quran maupun hadis Nabi Saw. yang berbicara tgnkafolehan jual beli
secara umum, serta praktik orang-orang Madinahh @erena itu, wajar
apabila kemudian al-Kaff seorang kritikasurabahah sebagaimana dikutip
oleh Saeed (1999: 76-77) mengatakan bahwaibahah adalah salah satu
jenis jual beli yang tidak dikenal pada masa nadupun para sahabat karena
tidak satu hadis pun yang mengambarkan secara ngatang jual bel
murzbahah Menurutnya, para tokoh mazhab mulai menyatakaulggeatnya

pada seperempat pertama abad Kedua Hijriyah, atskah lebih akhir lagi.

. Persyaratan Nor matif Jual Beli Murabahah
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa jual Imelirzbahah

merupakan salah satu varian jual beli, maka peasyar normatifnya
mengikuti persyaratan normatif jual beli secara om®ersyaratan normatif
jual beli ini secara umum mengikuti persyaratanmadif akad. Persyaratan
normatif ini meliputi rukun dan syarat keabsahaadakSecara umum, rukun
jual beli — dengan mengikuti rukun yang berlaku gpadkad — terdiri dari
empat unsur, yaitu penjual, pembelididain), sigat jual beli dan obyek jual

beli (ma’qud ‘alaih).



23

Empat unsur rukun jual beli tersebut didasarkarageshdapgumbhir
ulama fikih. Sementara itu, ulama fikih mazhab Hamaemiliki pandangan
yang berbeda. Mereka menyatakan rukun yang terdiabeatn jual beli hanya
satu, yaitusigat (ijab danqahil), adapun rukun lainnya merupakan derivasi
darisigat. Menurut mereka penjual dan pembéiigidain) dan obyek jual beli
(ma’qud ‘alaih) tidak dapat dipandang sebagai rukun akad, medaiskbagai
syarat akad. Dasar yang mereka gunakan adalahhkaislaul fikih yang
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan rukun adsdshatu yang
menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkders#at internal.
Sementara itu, kedua unsur tersebut bukan merupb&gmn internal dari
perbuatan akad, sebagaimana orang yang melakukalat sfidak dapat
dipandang sebagai rukun shalat. Atas dasar inupedpn pembeli §gidain)
tidak dapat dipandang sebagai rukun akad, melaiskbagai syarat. Syarat
dalam pengertian ushul fikih adalah segala sesyahg dikaitkan pada
tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya tsegaag lain, sedang ia
bersifat eksternal (az-Zarq tt., juz 1: 304). Maksudnya tiadanya syarat
mengharuskan tiadanyaasyrit (sesuatu yang disyaratkan), sedang adanya
syarat mengharuskan adangaasyfit. Adanya akad mengharuskan adanya
‘aqidain yang bersifat eksternal, sehinggayidain adalah syarat dan bukan
rukun.

Namun sebagian ulama fikih seperti al-Gdigzseorang ulama fikih
mazhab S3fi'T memandangaqidain sebagai rukun akad karena merupakan

pilar utama dalam tegaknya akad. Sependapat denga®yihab al-Kaiakhi,
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seorang ulama fikih mazhabalki juga menyatakan pendapat yang sama (az-
Zarcg', tt., juz 1. 301). Mereka lebih memandang bahwaédtadaan unsur-
unsur rukun akad sebagai sebuah keniscayaan. Sagenya’aqgidain dan
obyek akad sebagai sebuah keniscayaan yang harwdakin akad, sehingga
mereka termasuk dalam rukun akad, bukan sebagaatsgiiad. Dengan
demikian, dapat dipahami bahwa meskipun para uldikia memiliki
pandangan yang berbeda tentang rukun akad kareh# pandang yang
digunakan berbeda, mereka tetap menyatakan bahswa Wigidain, sigat,
danma’qud ‘alaih sebagai unsur-unsur yang harus ada dalam akad.

Oleh karena penggunaan sudut pandang yang bereeting rukun
akad, maka mereka pun memiliki sudut pandang yanigelola tentang syarat-
syarat yang berkaitan dengan jual beli. Ulama fikirazhab Hanaf
menyatakan terdapat empat macam syarat yang kerkaéngan jual beli.
Pertama,syaratin’agad. Syarat ini meliputi: (1) yang berkenaan derigqid,
yaitu harus cakap bertindak hukum; (2) yang berterdengan akad sendiri,
yaitu: (a) adanya persesuaian antaria dangahil, dan (b) berlengsung dalam
satu majlis; (3) yang berkenaan dengan obyek jak) Ymitu: (a) barangnya
ada, (b) berupanal mutagawwim (c) milik sendiri, dan (d) dapat diserah-
terimakan ketika akad.

Kedua, syaratsinhah Syarat ini meliputi syarat yang bersifat umum
dan syarat yang bersifat khusus. Syarahah yang bersifat umum adalah

bahwa jual beli tidak mengandung salah satu unsswudari enam unsur

® Uraian panjang lebar mengenai konsep persyaratirbpli menurut ulama fikih
mazhab Hanaini dapat dilihat pada az-Zuhait.t., Juz 1V: 354-386)
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yang merusak, Vyaitujihalah (ketidakjelasan),ikrah (paksaan),taudgt
(pembatasan waktugarar (tipu daya),darar (aniaya) dan persyaratan yang
merugikan orang lain.

Adapun syarakihhah yang bersifat khusus meliputi: (a) penyerahan
dalam hal jual beli benda bergerak, (b) kejelasangenai harga pokok dalam
hal jual belimurabahah (c) terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalarhjal
beli salam, dan (d) tidak mengandung ungud dalam jual beli hartabawi.

Ketiga, syaratnafaz. Syarat ini meliputi dua hal, yaitu: adanya unsur
milkiyah atauwilayah dan benda yang diperjualbelikan tidak menganduakg h
orang lain. Keempat, syarat luzzm, yaitu tidak adanya hakhiyar yang
memberikan pilihan pada masing-masing pihak antaesmbatalkan atau
meneruskan setelah terjadi akad jual beli.

Sedangkan, ulama fikih mazhaballki merumuskan tiga macam
syarat jual beli, yaitu: syarat yang berkaitan &@engaqid; syarat yang
berkaitan denganigat dan syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli.
Syarat yang berkaitan dengargid meliputi: (a)mumayyiz (b) cakap hukum;
(c) berakal sehat; dan (d) pemilik barang. Sedamgi@arat yang berkaitan
dengansigat meliputi: (a) dilaksanakan dalam satu majlis; {f@nantarajab
dan galal tidak terputus. Sementara itu, syarat yang bexrkaiengan obyek
jual beli meliputi: (a) tidak dilarang oleh syar#l) suci; (c) bermanfaat; (d)
diketahui oleh'aqid; dan (e) dapat diserahterimakan (az-Zahai., Juz IV:

387-388).
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Tidak jauh berbeda dengan ulama fikih mazhaiikd ulama fikih
mazhab Sjfi’ 1 juga mengelompokkan syarat jual beli ke dalam kigampok
seperti mereka, yaitu syarat yang berkaitan dehggid, sigat dan obyek jual
beli. Syarat yang berkaitan dengaiqid meliputi: (a)al-rusyd yakni baligh,
berakal dan cakap hukum; (b) tidak dipaksa; (@nfsldalam hal jual beli
muslaf dan kitab hadis; (d) tidak kaftmarbr dalam hal jual beli peralatan
perang. Syarat yang berkaitan dengayat meliputi: (a)ijab gahil berupa
percakapan; (b) pihak pertama menyatakan baranchdayanya; (c)jakl
dinyatakan oleh pihak kedua; (d) antgr@d dan qalal tidak terputus dengan
percakapan lain; (e) kalimat gabul tidak berubahgde gahil baru; (f)
terdapat kesesuaian ant@i@b dan gall; (g) sigat akad tidak digantungkan
dengan sesuatu yang lain; dan (h) tidak dibatdandaeriode waktu tertentu.
Sedangkan syarat yang berkaitan dengan obyek glameliputi: (a) harus
suci; (b) dapat diserahterimakan; (c) dapat dimethémn; (d) hak milik sendiri
atau milik orang lain dengan kuasa atasnya; (eud@emmateri dan sifat-
sifatnya dapat dinyatakan secara jelas (az-Zijhai] Juz 1V: 389-393).

Senada dengan ulama fikih kedua mazhab terselatasli ulama fikih
mazhab Hanbal mengelompokkan syarat jual beli ke dalam tigaokglok
seperti mereka, yaitu syarat yang berkaitan dehg@gid, sigat dan obyek jual
beli. Syarat yang berkaitan dengatgid meliputi: (a)al-rusyd (baligh dan
berakal sehat) kecuali dalam jual beli barang-lBassamg ringan; dan (b) ada
kerelaan. Syarat yang berkaitan dengagat meliputi: (a) berlangsung dalam

satu majlis; (b) antargab dan galal tidak terputus; (c) tidak dibatasi dalam



27

periode waktu tertentu. Sedangkan syarat yang ib@nkdengan obyek jual
beli meliputi: (a) berupanal (harta); (b) harta tersebut milik para pihak; (c)
dapat diserahterimakan; (d) dinyatakan secara gdds para pihak; (e) harga
dinyatakan secara jelas; (f) tidak ada halangama¥ga-Zuhait, t.t., Juz IV:
393-397).

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa padardga para ulama
fikih dari semua mazhab sepakat bahwa seoraaid harusmumayyiznamun
mereka berbeda pendapat tentang syarat baligh. dJféath mazhab Hanaf
dan Miliki menganggapnya sebagai syanaifaz, sedangkan ulama fikih
mazhab S¥fi’ 1 dan Hanbalmemasukkannya sebagai syanédqad. Menurut
jumhir kebebasan kehendak sebagai syaratjad sedangkan menurut ulama
fikih mazhab hanbali merupakan syamafaz.

Selain itu, seluruh mazhab sepakat bahigat akad jual beli harus
dilaksanakan dalam satu majlis, antara keduangapet kesesuaian dan tidak
terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yangléa tidak dibatasi oleh
waktu. Bahkan pada prinsipnya seluruh mazhab sepmtava obyek akad
harus berupanal mutagawwim suci, ada, diketahui secara jelas dan dapat
diserahterimakan. Dalam hg@halah (ketidakjelasan) menurut ulama fikih
mazhab Hanaf mengakibatkanfasid, sedang menurufjumhir berakibat
membatalkan akad jual beli. Mengenai hak milik, oreh ulama fikih
mazhab Hanaf merupakan syaratnafez sedangkan menurujumhir

merupakan syarat’aqad.
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Selain mengikuti ketentuan umum jual behurazbahah juga harus
mengikuti ketentuan-ketentuan khusus yang berlakdapya. Di antaranya
penjual harus menjelaskan secara jujur harga dasang itu dan biaya-biaya
tambahan yang muncul selama proses pengadaan baraAgabila penjual
ternyata di kemudian hari terbukti memberikan katgan yang tidak benar
tentang harga pokok dan biaya-biaya tambahan yabgbahkan kepada
pembeli, para ulama fikih memiliki pendapat yangbleea. Menurut ulama
fikih mazhab Miliki, pembeli dapat membatalkan jual beli tersebutuékec
penjual mengembalikan selisih biaya antara biayla dan biaya yang
dikenakan padanya, dalam hal ini jual beli tetag. j&Jlama fikih mazhab
Hanaf memberi pilihan sepenuhnya kepada pembeli untuknimagalkan,
sedangkan ulama fikih mazhab Hanbalenganggap jual beli tetap jadi
setelah adanya pengembalian selisih biaya antang byiil dan biaya yang
dikenakan padanya. Sementara itu, ulama fikih ma#afi' 1 memiliki dua
versi, versi yang pertama sependapat dengan Haddalversi yang kedua
sependapat dengan Hanll-Jazri, t.t.: 562 - 564).

Selain itu, ketentuan-ketentuan khusus yang lairkaitan dengan
pembebanan biaya-biaya tambahan dan penetapanukgant sebagai ciri
khas dari jual beli ini. Berkenaan dengan pembeabdiaya-biaya tambahan,
para ulama fikih memiliki pandangan yang berbediama fikih mazhab
Hanaf menyatakan bahwa semua biaya yang muncul, bai§g yamambah
nilai barang ataupun tidak menambah nilai barangptememang muncul

untuk pengadaan barang itu seperti transportaaiyabpenyimpanan dan
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komisi (al-Jami, t.t.: 561). Sedangkan, ulama fikih mazhabliki membagi
biaya-biaya tambahan ini menjadi tiga kelompBkrtama,biaya-biaya yang
berdampak langsung pada obyek jual b€idua,biaya-biaya yang muncul
setelah keuntungan dihitung dan tidak berdampagisiamy pada obyek jual
beli seperti pelayanan dimana penjual mungkin tickekyediakannya sendiri
(transportasi dan penyimpanaKgtiga, biaya-biaya yang meliputi pelayanan
dimana penjual dapat menyediakannya ataupun tidsdperti biaya
pengepakan, komisi jual beli. Dari ketiga macanmyd®itambahan tersebut,
menurut ulama fikih mazhab #ki, kelompok pertama dan kedua dapat
ditambahkan pada harga pokok pembelian, sedangdamgok ketiga tidak
dapat ditambahkan pada harga pokok pembelian fakJa.: 559-560).

Senada dengan ulama fikih mazhafliki, ulama fikih mazhab S’ 1
juga menyatakan bahwa kelompok ketiga tidak bitambahkan pada harga
pokok pembelian. Sementara itu, ulama fikih maziédnbat memiliki
pandangan yang lebih pragmatis lagi, dimana sernaya libisa ditambahkan
pada harga pokok pembelian dengan syarat diinfokaraskepada pembeli
(al-Jazr, t.t.: 560 - 561).

Berkenaan dengan penetapan keuntungan, para uikimamemiliki
pandangan yang berbeda. Ulama fikih mazhaitiky) Hanbai dan Hanaf
menyatakan bahwa besarnya keuntungan haruslahabeampinal yang jelas.
Mereka tidak membolehkan penetapan besarnya kegarumerdasarkan
persentase dari harga pokok pembelian yang bellas. [Sementara itu,

ulama fikih mazhab S§i'1 menyatakan bahwa jual beturgbahah baik
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nominal keuntungannya jelas maupun hanya berupsempise dari harga
barang yang belum jelas adalah sah. Oleh karena lib@am S¥yfi'1
membolehkamurazbahahdengan model pesanan, dimana keuntungannya dari
harga barang yang belum jelas, sebagaimana terdiedats.

Dari sini dapat dipahami bahwa dari keempat mazhabya mazhab
Syafi’ 1 yang membolehkan penetapan keuntungan berdasaeksentase dari
harga barang yang belum jelas. Sedangkan ketigdabayang lain tidak
membolehkannya. Hal ini karena menurut mereka &egal harga pokok
pembelian merupakan syarat utama jual belirzbahahuntuk menghindari
perselisihan.

Dari uraian di atas dapat dipahami balm@azbahahadalah salah satu
varian jual beli yang sah yang memiliki batasanhkelisannya sendiri. la
tidak ada kaitannya dengan pembiayaan. Hal mendpada jual beli
murzbahahadalah penjual menyatakan harga pokok barangaitimya yang

muncul untuk pengadaan barang itu, dan sejumlahtirgan.

. Problematika Pembiayaan Murabahah

Sebagaimana disebutkan di atasrzbahahadalah salah satu varian
dari jual beli. Sebagai salah satu varian dari jogli yang mensyaratkan
adanya kejelasan harga pokok pembelian, biaya ydikRgluarkan dan
keuntungan yang diharapkan kemudian dikembangkanjaadiiesalah satu
bentuk pembiayaan yang dipraktikkan di bank yanndaoperasionalnya

mendasarkan diri pada prinsip-prinsip syariah.
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Dikembangkannyanurabahahmenjadi salah satu bentuk pembiayaan
pada bank syariah adalah salah satu bentuk upagk $&gariah untuk
menghindarkan diri dari praktik pemungutan bungdagaimana yang
dilakukan oleh bank konvensional. Menurut para aktnomi Islam praktik
pemungutan bunga atas suatu pinjaman uang yangukiila oleh bank
konvensional adalah sama dengdni sebagaimana yang dilarang di dalam
Islam. Menurut mereka pembungaan atas uang adamh dengamiba dan
itu dilarang. Sedangkan pengambilan keuntungansatais transaksi jual bel
adalah sesuatu yang dibolehkan di dalam Islamiril&lrena di dalam suatu
perdagangan di dalamnya terdapat unsur risiko yergs ditanggung oleh
penjual, sehingga sebagai kompensasi atas risikopinjual dibolehkan
mengambil keuntungan. Inilah, yang menurut merdkaaksud oleh ayat al-
Qur’an surat al-Bagarah ayat 275. Atas dasar aylahidan ayat 29 surat al-
Bagarah serta hadis Nabi Saw. yang berkaitan depgdnbeli danijma’
ulama yang membolehkan jual beli, mereka mengenkaengsuatu
pembiayaan yang didasarkan atas suatu transakbigligang disebut dengan

pembiayaamurabahah

Pada dasarnya pembiayaan ini dibangun atas dua dasar, yaitu:
(1) harga pokok pembelian dan biaya yang dikelugrkian (2) keuntungan
mark-upyang disepakati. Karakteristik pembiayaanrabahahini meliputi:
(i) pembeli harus mengetahui semua biaya yang whikkdn dan harga pokok
pembelian barang, dan keuntungmaark-upharus berupa persentase dari total

harga plus biaya; (i) obyek jual beli harus berilg@aang bukan uang; (iii)
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barang yang menjadi obyek jual beli harus milik jpah dan ia memiliki
kuasa untuk menyerahkannya kepada pembeli; dampémbayaran dibayar

secara tangguh (Saeed, 1999: 77).

Konsep pembiayaamurabahah yang digunakan oleh bank syariah
adalah konsep pembiayaanurabahahatas dasar pesanan yang pertama kali
dikenalkan oleh Sami Hamoud. Sami Hamoud adalalasgaahli ekonomi
dan bankir terkenal asal Yordania. la mengenalkamsép pembiayaan ini
pada pertengahan 1970-an dengan istialrgbahah lilamir bis-syi@’,
sebagai konsep pembiayaan islami yang mengganbikaga pinjaman pada
bank konvensional (Hegazy, 2007: 594). Menurut Sdamoud,murzbahah
lil- amir bis-syi’ adalah transaksi jual beli dimana seorang nasabtngl
kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditasgyan kriteria
tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditaseteut secarenurzbahah
yakni sesuai dengan harga pokok pembelian ditamibaigan tingkat
keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasalkah melakukan
pembayaran secara cicilan berkala sesuai dengaankpoan finansial yang

dimiliki (Djuwaini, 2008: 116).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahamwaabalam
murzbahah lilamir bis-syii’ terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu pihak
yang memberikan perintah pembelian komoditas (r@malpihak bank, dan
pihak penjual komoditass@pplied. Oleh karena itu, wajar apabila kemudian
Udovitch, sebagaimana dikutip oleh Saeed (1999; #@ngatakan bahwa

murgbahah seperti adalah satu bentuk jual beli komisi, yangsdmya
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digunakan oleh seorang pembeli biasanya tidak dapahperoleh barang
yang dibutuhkannya kecuali melalui perantara, gembeli yang tidak ingin
menyusahkan diri memperoleh barang yang dibutuhf@eehingga meminta

jasa seorang perantara untuk mendapatkannya.

Secara konseptual nasabah mengajukan permohonabiayaan
barang/komoditas kepada pihak bank dengan spesifieeentu. Kemudian
keduanya membuat kesepakatan bahwa pihak bank njpemaenjual
komoditas yang telah dimiliki, dan nasabah berjakgn membeli komoditas
dengan tambahan profibargin atas harga pokok pembelian. Dalam tahapan
ini belum terjadi kontrak jual beli, namun hanyadgakatan atau perjanjian.
Kemudian pihak bank membeli komoditas datpplier atas nama bank
sendiri, dan jual beli ini harus sah dan bebas dbi. Setelah komoditas
tersebut resmi menjadi milik bank, kemudian bankavwearkan aset tersebut
kepada nasabah, dan tentunya aset tersebut haugs spesifikasi yang telah
disepakati. Setelah itu, pihak bank dan nasabal thaa melakukan kontrak

jual belimurabahah(Saeed, 1999: 76).

Dalam hal ini, bank harus menyampaikan segala aaf berkaitan
dengan pembelian, seperti harga pokok pembeliaarbgamargin termasuk
jika pembelian dilakukan secara utang. Jika tetajadi kesepakatan dalam
jual beli tersebut, barang dan dokumen dikirim kigpanasabah, dan
selanjutnya nasabah membayar harga barang yanly dedepakati pada

jangka waktu yang telah ditentukan (Usmani, 200272).
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Konsepmurabahah lilamir bis-syii’ ini merupakan pengembangan
dari konsepmurzbahah yang pernah diintrodusir oleh Imam a8yi dalam
kitabnya al-Umm. Dalam kitabnya tersebut, ImanafSy menyatakan bahwa
apabila seseorang meminta kepada orang lain uné&mkb®li barang tertentu
dan ia akan diberi keuntungan olehnya maka jual kelmacam ini
diperbolehkan. Hanya saja, menurut ImanafiSy pembeli sebagai pemesan
memiliki hak khiyar untuk meneruskan atau membatalkan transaksi tdrseb
Konsep Imam Sifi'1 yang ada halkhiyar ini dikembangkan menjadi satu
bentuk pemesanan barang tanpa adanya Kmar oleh Sami Hamoud
sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal ini, d&damsaksi awal ada sebuah
kesepakatan bahwa pemesan (nasabah) harus memabatigbyang telah
dibelikan oleh bank. Konsep adanya kesepakatan gaawgajibkan nasabah
untuk membeli barang yang telah dibelikan oleh bamkdidasarkan pada
pendapat ulama fikih mazhabahki yang menyatakan bahwa sebuah janiji
harus ditepati. Ibiubrumah, seorang ulama fikih mazhabliki mengatakan
bahwa segala janji yang tidak menghalalkan yangrhatan mengharamkan
yang halal harus ditepati dan merupakan utangRlsyd, t.t., Juz II: 120).

Menurut El-Gamal (2006: 66), pola adanya kesepakayang
mewajibkan nasabah untuk membeli barang yang wilaglikan oleh bank
secara tidak langsung telah merujuk pada pend#graaufikin mazhab Mik1
dan Hanaf yang membolehkabai’ fudilz. Sedangkan Imam & 1 sendiri
tidak memperbolehkan jual beli semacam Bai’ fudili adalah suatu bentuk

jual beli dimana seseorang melakukan transaksi heél atas suatu barang
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milik orang lain tanpa mendapatkan ijin dari peknibarang itu. Menurut
kedua mazhab tersebut, jual beli seperti ini dipketikan, akan tetapi
bergantung pada persetujuan orang yang memilikarigaitu. Pendapat ini
didasarkan pada keumuman kehalalan jual beli dg@&nal-Nisa’: 29 dan al-
Baqgarah: 275. Selain itu, juga didasarkan padakaspdahahyang mungkin
akan diterima oleh pemilik barang, karena pemiliiramg tidak akan
memberikan persetujuan kalau tidak terdapat mamfadialamnya. Dengan
demikian dapat dipahami bahwa konsep pembiayaanzbahah yang

digunakan oleh bank syariah merupakan satu bergokigran hukum yang
bersifat eklektik, dimana ia mengambilkan pendajzat mazhab fikih yang
berbeda-beda untuk diambil bagian-bagiannya yasg diterapkan dalam
pembiayaamurabahahdi bank syariah.

Konsep ini sebenarnya tidak sepenuhnya disepaledti mara ulama
fikih kontemporer. Ada beberapa di antara mereksgyaengatakan bahwa
konsep ini sebenarnya merupakan satu bentuk rekalas praktikriba. Di
antara mereka adalah Muhammad Sudainal-Asydir, Bakr ibn Abdulih
Abi Zaid, Rafig al-Msr1 dan lainnya. Ada beberapa alasan yang dikemukakan
oleh mereka. Di antaranya: (fjhurzbahah lilamir bis-syii’ diharamkan
syara’ karena ia identik dengan menjual sesuatyg yamg tidak dimiliki,
dimana dalam hal ini bank menjual barang yang tidektada dalam
kepemilikannya kepada nasabah; (ii) akadirgbahah ini batil karena
merupakan bentuk jual beithuallag dimana dalam hal ini nasabah telah

terikat suatu perjanjian bahwa nasabah akan menilaeing yang telah
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dibelikan oleh bank; (iii) konsemurabahah lilamir bis-syi@’ ini merupakan
bentuk rekayasa pinjaman berbasisa, dimana dalam hal ini nasabah
meminta kepada bank untuk membeli barang slapplier, dan nasabah tahu
bahwa bank tidak memiliki barang dimaksud, kemudizasabah akan
membelinya secara tempaiiv) murabahah lilimir bis-syii’ ini identik
dengan jual beliznah, dimana dalam hal ini nasabah sebenarnya bermaksud
untuk mendapatkan uang bukan untuk membeli baratigak mengajukan

pembiayaan kepada bank (Djuwaini, 2008: 121-122).

Hamoudi (2007), seorang kritikusurzbahah juga menyatakan hal
yang sama. Menurutnya, konseprzbahahyang demikian memungkinkan
bagi bank untuk melakukan manipulasi sebuah trangakg didasarkan pada
bunga yang telah dilarang dengan doktibi. Sebagai contoh, karena bank
syariah tidak bisa secara gampang meminjamkan @2@0 dolar kepada
peminjam, di bawah akathurabahah ia secara formal bisa membelikan
helikopter seharga 1.000 dolar sesuai dengan Ipagg, dan dengan seketika
ia menjual helikopter itu kepada pembeli, dimanalpeli berjanji 1.100 dolar
dalam waktu satu tahun. Padahal riilnya bank tidi@h nasabah tidak
melakukan jual beli itu, sehingga 100 dotaark upini dapat dikatakan
sebagai bunga yang dibuat oleh bank secara sedemikipa sehingga
merefleksikan bunga rata-rata di pasar. Dalammatampak jelas tidak ada

aturan formal yang dilanggar dalammdrazbahahbuatan” tersebut. Bank tidak

® Dalam hal ini, misalkan nasabah berkata kepadw Imelilah barang itu dari

suplier seharga Rp 10.000.000,00, dan nantinya japhdaku seharga Rp 12.000.000,00
dengan jangka waktu satu tahun. Menurut merekaémupakan riba yang direkayasa dengan
bentuk jual beli.
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mengenakan bunga dalam meminjamkan uang dalanaksirngs untuk lebih
banyak uang yang akan diterimanya di kemudian Malahan, barang dibeli
dari pihak ketiga dan kemudian dijual kepada peanmjMenurutnya, ini
merupakan sebuah praktik Islam yang diterima sesampurna di bawah

hermenetik formalis.

Selain itu, transaksnuragbahahyang pada mulanya tidak melibatkan
dan menyiratkan bentuk jual beli kredit, oleh Haohdemudian ditambahi
komponen kredit (Hegazy, 2007: 581). Berdasarkamelgen yang dilakukan
oleh Mujibatun (2005), ditemukan bahwa pembiayaanazbahah semacam
ini memiliki kesamaan dengan jual beli kredit yangnggunakan instrumen
bunga. Perbedaan terletak pada penggunaan istigabin padamurazbahah
dan bunga pada jual beli kredit dan adanya traaspaharga pokok pada
murabahahdan tidak adanya transparansi harga pokok padégliakredit.
Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pembiayaambahahmodern sama
sekali berbeda dengamurgbahahaslinya sebagaimana dalam fikih klasik.

Hal senada juga diungkapkan oleh Usmani (2002: 8354&ang
menyatakan bahwa pembiayaamrabahah modern berbeda sama sekali
denganmurabahah dalam fikih klasik. Di dalam pembiayaanurabahah
modern sudah terdapat tambahan-tambahan kompomen tidek dikenal
dalam murabahah pada fikih klasik. Istilahmurabahah pada fikih merujuk
pada suatu jenis jual beli dengan harga pokok digdmdengan keuntungan

tertentu yang telah disepakati dimana pembeli mahge harga pokoknya
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dari penjual. Oleh karena itmurzbahah dalam fikih klasik tidak ada

hubungannya dengan pembiayaan.

Selain penambahan komponen kredit, juga terdapaanpeahan
komponen yang berfungsi untuk mengurangi risikogyaebenarnya harus
ditanggung oleh bank. Komponen yang dimaksud adbkrapa: (i) nota
perjanjian antara nasabah dengan bank; (i) asuratas barang yang
dimaksud ditanggung oleh nasababh; (iii) jaminamgitdiv) garansi dari pihak
supplier (Saeed, : 84 — 89). Untuk meminimalisir risiko &eplikan, bank
juga dapat membatasi jangka waktu antara dua akddogli (jual beli dari
supplieratau pedagang kepada bank dan jual beli dari kep&da nasabah)
dalam hitungan menit, atau mungkin detik. Bahkafardahal pengadaan

barang, bank pun dapat mewakilkannya kepada nagblegiazy, 2007: 582).

Dengan demikian pada pembiayaaanrabahah bank tidak perlu lagi
menanggung risiko kepemilikan dan pembatalan, leardank dapat
menghindarinya atau memindahkan risiko itu kepadsabah. Pembiayaan
murabahahseperti ini tentunya berbeda sama sekali denganbahahpada
fikih Islam klasik yang masih memungkinkan bagi jp@huntuk menanggung

risiko-risiko itu.

Menurut Saeed (1999: 76-95), adanya upaya-upayghpetaran
risiko sebagaimana tersebut di atas, dengan seyalitelah menggugurkan
argumentasi para pendukumgurzbahah bahwa margin keuntungan yang
diambil oleh bank syariah adalah keuntungan —slgaatu transaksi jual beli —

bukan bunga karena obyek yang dijadikan transalaiah barang. Hal ini
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karena secara syar’i kebolehan pengambilan keuatunteh penjual adalah
karena risiko yang diambil oleh penjual sebagau da¢ntuk kompensasi.
Dalamhal ini bank tidak pernah mengambil risiko sehingidak tepat kalau
dikatakan bahwanargin yang diambil oleh bank syariah adalah keuntungan.
Dengan demikianmargin yang diambil oleh bank syariah ini sebenarnya

secara substansi adalah bunga.

Pandangan Saeed tersebut cukup beralasan karegandedanya
konsepmurabahah lilamir bis-syii’, bank dengan sendirinya tidak terlibat
dalam suatu penanggungan risiko atas barang ymrdia kepada nasabah.
Terlebih lagi dengan dibolehkannya bank mewakilkepada nasabah dalam
hal pengadaan barangnya. Pola ini sangat rawank uetjadinya suatu
rekayasa jual beli, karena dimungkinkan sekali beetkh melakukan akad
murabahah sebelum barangnya ada, meskipun ada aturan-ataramsirict
sebagaimana yang disampaikan oleh para pendukumgbahahtersebut di
atas. Dengan demikian, risiko yang ditanggung tlahk sebenarnya adalah
risiko tidak terlunasinya utang nasabah kepada .biiaknun, ini pun telah
dianulir dengan adanya jaminan yang harus diberidah nasabah kepada
bank.

Dimungkinkannya bank mewakilkan kepada nasabah ndakal
pengadaan barang sebagai satu bentuk langkah aaginbbnk karena
terdapat tiga pola pembiayaanurabahah yang diperbolehkan oleh para
pendukung pembiayaanuragbahahyang dapat dipilih oleh pihak bank (Ayub,

1951: 220-222). Pertama adalah pola pembiayaambahah dimana pihak
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bank sendiri yang melakukan pengadaan barangnyduaedalah pola
pembiayaarmurabahah dimana pihak bank mewakilkan pada pihak ketiga
dalam pengadaan barangnya. Ketiga adalah pola pgaarn murabahah

dimana bank mewakilkan pada nasabah dalam hal gaagdarangnya.

Dari ketiga pola itu, pola pertama adalah pola ypaling ideal untuk
memenuhi persyaratan dasaurzbahah namun dalam hal ini memerlukan
keterlibatan pihak bank dalam bisnis perdagangameftara itu, pola kedua
adalah pola yang sebagian besar memenuhi persyasgtara’ dalam
mengambil kepemilikan dan risiko oleh bank selanssanantara pembelian
aset darisupplier dan menjualnya pada nasabah secauaibahah Setelah
membeli darisupplier, bank bertanggung jawab jika suatu kesalahandierja
sampai barang itu berada di tangan nasabah secafhahah Nasabah tidak
bisa menjamin risiko transportasi barang karenank@an barang ada pada
tanggung jawab pemiliknya, yaitu bank. Bank dapangeliminir risiko ini

dengan cara meletakkan pada gudangnya.

Bank dapat mengangkatipplieryang memenuhi syarat sebagai agen
untuk membeli barang menurut rencana mereka kbt@ik#u dibutuhkan oleh
nasabah. Untuk aturan selanjutnya, pola pembiageparti ini harus terdiri
dari: (i) sebuah kesepakatan untuk membeli — paaamdan janji nasabah
dimana ia akan membeli barang yang disepakatilzark; ini mungkin juga
mencakup kesepakatan ataargin keuntungan yang akan diambil oleh bank
dan, jika memungkinkan, harga barang, yang akarcakeip besarnya biaya,

biaya kontrak dan tempo pembayaran; untulrgin keuntungan, bank
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mungkin menyebutkannya pada tahap ini; (ii) juali lo@ dilakukan pada

waktu ketika barang berada pada kepemilikan daikoribank; dan (iii)

perjanjian kesanggupan yang ditandatangani olelabahs yang memiliki

akibat hukum dimana ia akan membayar harga baramg ylibeli pada
tanggal yang telah ditentukan. Selain itu, pergmjiini dapat meliputi
pernyataan-pernyataan tentang jaminan, gambararkukitas barang dan
jalan keluar untuk masalah berupa kerusakan batangidak membayarnya
nasabah pada tanggal yang telah ditentukan (Ayaf1,:1221).

Sedangkan pola ketiga merupakan pola yang palirgnamagi bank
dalam menghindari risiko yang berkaitan denganrgadan masalah-masalah
terkait. Namun pola ini lebih mirip seperti sebuedmsaksimurazbahahyang
menutupi pinjam-meminjam berbasis bunga. Oleh karn pola ini rawan
bagi terjadinya suatu manipulasi transaksi jual hiituk itu, para pendukung
murazbahah memberikan aturan-aturan yang begttict agar bank berhati-
hati dalam menjaga ketaatan pada prinsip syariaivigaurut mereka, jika
bank mengangkat nasabahnya sebagai wakil untukkolela pengadaan
barang yang diinginkan oleh nasabah, maka nasahamama bank membeli
barang tersebut dan mengambil alih kepemilikan rzarersebut. Namun
dalam hal pembayaran bank sendiri yang harus mearkeynya secara
langsung kepadaupplier Pewakilan ganda, yaitu untuk pembayaran dan
untuk pembelian dan pengiriman barang, harus dinin#tarena dapat
mendatangkan penyalahgunaanrzbahahsebagai pelindung praktik bunga.

Pada tahap ini, barang harus tetap berada pa#ta bank, sebagai pembeli
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dalam transaksi ini. Kemudian, nasabah membelingaita dari bank secara
kredit (Ayub, 1951: 222).

Secara umum, struktur pola pembiayaan semacandatala sebagai
berikut (Ayub, 1951: 225):

1. Nasabah mengajukan pembiayaan ke bank untuk merséliah atau
sejumlah barang.

2. Bank mengangkat nasabah sebagai wakilnya untuk elenblarang
tersebut.

3. Bank membeli barang melalui nasabah sebagai wakilny

4. Bank melakukan pembayaran kepada penjualsipplier.

5. Nasabah menerima pengiriman barang atas nama bbaga wakilnya.
6. Nasabah menawar barang tersebut dan bank menerivagan itu — bank
menyerahkan barang itu kepada nasabah berdasaetde|imurabahah

7. Nasabah membayar barang itu secara kredit.

Struktur ini meliputi langkah-langkah: nota kesegahn sebelum
perjanjian; tahap perjanjian; tahap pewakilan; sd/@an kepemilikan;
pelaksanaan akachurgbahah dan pasca akathurgbahah Masing-masing
tahap ini perlu dilakukan dengan hati-hati dan péagan terhadap esensi dari
tahap-tahap ini akan menyebabkannya tidak diterdaa sudut pandang
syar'i. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah (@sm2002: 74):

1. Nasabah dan bank menandatangai sebuah MoU atapakesgn untuk

membeli, dimana bank melakukan pembelian dan nhséganji untuk
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membeli barang itu dengan harga pokok pembeliaamtiah margin
keuntungan sebesar sekian persen.

2. Bank mengangkat nasabah sebagai wakilnya untuk elenblarang
tersebut atas nama bank, dan kedua pihak menagdatasurat kuasa.

3. Nasabah membeli barang atas nama bank dan mengainiképemilikan
barang itu, dimana bank melakukan sendiri pembaygea kepada
penjual atawsupplier Pemesanan pembelian, laporan penerimaan barang
dan pengiriman barang harus atas nama bank.

4. Nasabah menginformasikan kepada bank bahwa ia tedshbeli barang
tersebut atas namanya, telah mengambil alih kepemilya, dan
menawar membeli barang itu dari bank dengan haofakppembelian
ditambahmarginkeuntungan dalam sebuah surat perjanjian.

5. Bank menerima tawaran itu dan jual beli terjadmana kepemilikan dan
risiko atas barang itu berpindah ke nasabah.

Dari tahapan-tahapan tersebut di atas, dapat diganin bahwa pola
hubungan yang terjadi antara bank, nasabah sigplier adalah sebagai
berikut: pertama bank sebagai pelaku utama (pembeli) dan nasadzdyai
wakilnya; kedua bank sebagai penagih janji dan nasabah sebausi pang
memberi janji;ketiga bank sebagai pembeli daupplier sebagai penjual;
keempatbank sebagai penjual dan nasabah sebagai pemdrekelima bank
sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur.nSilgi persyaratan yang
paling utama dari pola ketiga ini adalah bahwa tgrderada pada

kepemilikan dan risiko bank. Lebih jauh, nasabalus®anenjelaskan pada
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supplier tentang status dirinya sebagai wakil bank. Jikakkiadak membeli

dan memiliki barang dan hanya membuat pembayarank usarang yang
secara langsung dibeli dan diterima oleh nasabaih slgplier secara
murgbahah — yang dapat menjadi sebuah pembayaran uang natas

nasabah — menurut Ayub (1951: 222), merupakan kebizeng baginya dan
keuntungan dari utang itu tak lain berupa bungakzel

Dari pola-pola akad yang diintrodusir oleh para dudung
pembiayaan murgbahah tersebut di atas terlihat bahwa pada dasarnya
pembiayaarmurabahah ini didasarkan atas suatu transaksi jual beliranta
bank dengan nasabah, dimana bank terlebih dahulbeig&an barang yang
diinginkan oleh nasabah dari pihak pemilik baratag aupplier Oleh karena
itu, ada persyaratan mendasar yang harus dijalardt@h bank ketika
melakukan transaksi pembiayaanrabahahdengan nasababh, yaitu terjadinya
akad jual beli dua kali. Jual beli yang pertamaladgual beli antara bank
dengan pemilik asli barang ataupplier Jual beli yang kedua adalah jual beli
antara bank dengan nasabah. Dengan demikian, keabsgang harus
dipenuhi pembiayaamurabahahtidak bisa lepas dari keabsahan jual beli,
baik yang meliputi rukun dan syaratnya.

Begitu pentingnya penekanan bahwa pembiayaaribahah secara
prinsip adalah jual beli, Usmani, salah seorangdpknng pembiayaan
murgbahah menyampaikan 10 ketentuan mendasar jual beli yaerms
dipenuhi dalam pembiayaanurabahahyang sebagian besar merujuk pada

obyek jual beli. Kesepuluh ketentuan itu adalaholiyek jual beli harus ada
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pada saat transaksi jual beli; (i) obyek jual bekrus berada dalam
kepemilikan penjual pada saat transaksi jual lfei); obyek jual beli harus
berada dalam penguasaan penjual, baik secarafaipun konstruktif, ketika
ia menjualnya kepada orang lain; (iv) jual belidsadilakukan secara instan
dan absolut; (v) obyek jual beli harus berupa bgsang berharga; (vi) obyek
jual beli bukanlah barang yang tidak berguna dao/abarang yang
diharamkan oleh agama Islam; (vii) obyek jual H®dirus secara spesifik
diberitahukan kepada pembeli; (vii) pengiriman dray yang telah dijual
kepada pembeli harus pasti dan tidak boleh digagktam pada suatu
kemungkinan atau peristiwa yang lain; (ix) kepastiarga adalah persyaratan
utama untuk keabsahan jual beli; dan (x) jual lielak boleh bersyarat
(Usmani, 2002: 66-70).
Demikianlah problematika seputar konsep pembiayaamibahah

Problematika yang sesungguhnya terjadi di lapaxiggat dilihat pada bab III

dan IV dalam tesis ini.



